
1. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2001 tentang 
Pcmbcntukan Kota Cimahi (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana 
tclah bcbcrapa kali diubah, tcrakhir dcngan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kcrja mcnjadi Undang­ 
Undang (Lcmburun Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Nomor 6856); 

3. Pcraturan Mcntcri Pcndidikan, Kcbudayaan, Riser. dan 
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 

a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta 
untuk mcwujudkan Pendidikan yang merata bagi 
seluruh rakyat Daerah Kota Cimahi; 

b. bahwa dipcrlukan pcmbcrian biaya pendidikan kcpada 
pcscrta didik dari keluarga tidak mampu, scrta untuk 
memenuhi standar peiayanan minimal bidang 
pendidikan; 

c. bahwa diperlukan dasar hukum untuk pemberian biaya 
pendidikan kepada pcscrta didik dari keluarga tidak 
mampu; 

d. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian 
Biaya Pcndidikan kcpada Peserta Didik yang Berasal dari 
Keluarga Tidak Marnpu; 

WALi KOTA CIMAHI, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

Mcngingat 

Mcnimbang 

PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 
NOMOR 8 TAHUN 2025 

TENT ANG 
PEMBERlAN BlAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG BERASAL 

DARI KELUARGA TIDAK MAMPU 

WALi KOTA CIMAHI 
PROVINS! JAWA BARAT 
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SA LINAN 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan 

yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, 
nonforrnal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 
Pendidikan. 

2. Pemberian Biaya Pendidikan yang selanjutnya disingkat 
PBP adalah Pemberian Biaya Pendidikan kepada peserta 
didik yang berasal dari keluarga tidak mampu pada 
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Masyarakat di Daerah. 

3. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada 
peserta didik untuk penyelenggaraan dan pembinaan 
Pendidikan. 

4. Data Terpadu Kesejahtcraan Sosial yang selanjutnya 
disingkat DTKS adalah Data Terpadu Penanganan fakir 
miskin dan Orang Tidak Mampu dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial yang diselenggarakan dan 
ditetapkan olch kementerian yang menyelcnggarakan 
urusan pemerintahan di bidang sosial. 

5. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat 
Dapodik adalah suatu sistem pcndataan yang dikclola 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 
memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik 
dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan 
yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang 
terus menerus diperbaharui secara online. 

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibcntuk dengan 
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris 
dacrah yang mempunyai tugas mcnyiapkan serta 
rnelaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 
pcnyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pcjabat 
pcrcncana duerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 
dengan kebutuhun. 

7. Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangun 
tahunan Dacrah yang dibahas dun disctujui bcrsnrnn 
oleh Pernerintuh Daerah Kota dan DPRD, dun ditetupkun 
dcngnn Pcraturan Dacrah. 

8. Pernerintah Duerah Kotn adalah Wali Kata scbagui unsur 
penyelenggnra Pcmerintnh Dacrnh yung mernimpin 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PEMBERIAN BlAYA 
PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI 
KELUARGA TIDAK MAMPU. 

MEMUTUSKAN: 

Pclayanan Minimal Pcndidikan (Serita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 
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Pasal 7 
(1) PBP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

diberikan untuk 1 (sntu) tahun ajaran. 
(2) 1 (satu] tahun ajaran sebagaimnna dimaksud pada aynt 

Pasal 6 
PBP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung 
berdasarkan kemarnpuan keuangan daerah. 

Pasal 5 
(1) PBP sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

diperuntukkan bagi Peserta Didik tidak mampu yang 
tercantum dalam Dapodik. 

(2) Pcscrta Didik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penduduk Daerah. 

(3) Ketidalanampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan berdasarkan program pendataan kemiskinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan. 

(4) Program pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan pendataan yang telah 
divcrifikasi olch perangkat dacrah yang bcrwcnang. 

Pasal 4 
Penerirna PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
hanya untuk Saluan Pendidikan yang diselenggarakan 
masyarakat. 

Pasal 3 
(1) PBP merupakan pemberian Biaya Pendidikan. 
(2) PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada Peserta Didik padajenjang Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh 
masyarakat. 

(3) PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 
kepada Pcscrta Didik berdasarkan: 
a. nama; dan 
b. alamat pcncrima. 

urusan 
kegiatan 

Pasal 2 
Perangkat Daerah yang mcnyelenggarakan 
Pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan 
PBP. 

BAB II 
PELAKSANA DAN PENERIMA 

pclaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

9. Pcrangkat Dacrah adalah unsur pcmbantu Wali Kota dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kcwenangan Daerah Kota. 

10. Wali Kota adalah Wall Kota Cimahi. 
11. Daerah adalah Daerah Kota Cirnahi, 
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Pasal 14 
(1) Pcrangkat Dacrah yang mcnyclcnggarakan urusan 

pemerintahun di bidnng pendidikan melakukan verifikasi 
terhadap permohonun Pcscrta Didik calon pcncrima PBP 
yang disampaikan oleh Satuan Pcndidikan scbag iirnnna 
dimaksud dalnrn Pasal 13. 

Pasal 13 
Satuan Pcndidikan mcnyampaikan pcrmohonan calon 
penerima PBP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada 
Perangkat Daerah yang rnernbidangi Pendidikun. 

Pasal 12 
Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta 
persyaratan permohonan Peserta Didik calon penerirna PBP. 

Pasal 11 
Peserta Didik calon penerima PBP yang akan mendaftar 
sebagai calon penerima PBP harus mengisi fonnulir 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). 

Pasal 10 
(1) Satuan Pendidikan mcndistribusikan fonnulir 

permohonan kcpada Peserta Didik calon penerima PBP. 
(2) Selain mendistribusikan permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan harus 
melakukan verifikasi kesesuaian data berkas yang ada di 
Satuan Pendidikan dengan daftar Peserta Didik yang 
tercantum dalam pcndataan kerniskinan sebagai calon 
penerima PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1). 

Pasal 9 
(1) Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan memberikan formulir 
permohonan kcpada Saluan Pendidikan sesuai daftar. 

(2) Formulir pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan berdasarkan daftar Peserta Didik calon 
pcncrima PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1). 

Pasal8 
( 1) Perangkat Dae rah yang menyelenggarakan urusan 

pcmerintahan di bidang pendidikan mengumumkan 
daftar Peserta Didik sebagai calon penerima PBP. 

(2) Peserta Didik calon penerima PBP sebagairnana 
dimaksud pada .ayat (1) merupakan Peserta Didik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). 

BAB III 
PERENCANAAN 

(1) terdiri alas semester ganjil dan semester gcnap. 
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Pasal 19 
(1) Wali Kota mcnctapkan Daftar Peserta Didik pcnerima 

PBP dcngan Kcputusan Wali Kota. 
(2) Keputusan Wali Kota scbagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) bcrdasarkan Dnftar Pcscrta Didik pcncrimn PBP pada 
APBD clan penjabaran APBD sebagaimnnu dirnuksud 
dalarn Pasal 18 nyat (2). 

Pasal 18 
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

perncrintahan di bidang Pcndidikan mclakukan 
penganggaran PBP sesuai dcngan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan. 

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 
dcngan mcncatumkan Daftar Peserta Didik pcnerirna 
PBP pada APBD dan penjabaran APBD. 

Pasal 17 
(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pcndidikan 
menyampaikan rekomendasi usulan Peserta Didik calon 
penerima PBP kcpada TAPD scsuai dcngan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 16 
(1) Perangkat Daerah yang mrmbidangi urusan 

pemerintahan di bidang Pcndidikan atau tim verifikasi 
Peserta Didik calon penerima PBP membuat rekomendasi 
usulan permohonan Peserta Didik calon penerima PBP 
berdasarkan hasil vcrifikasi scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14. 

(2) Rckomendasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibuat tertulis. 

Pasal 15 
(1) Jika diperlukan tirn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (3), Kcpala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pendidikan menetapkan tim vcrifikasi Peserta Didik 
calon penerima PBP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (3). 

(2) Tim verifikasi Peserta Didik calon pcnerima PBP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur 
Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan urusan 
pcmcrintahan di bidang: 
a. pendidikan; dan 
b. sosial. 

(2) Vcrifikasi scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dilakukan bcrsama Perangkat Daerah yang 
mcnyclcnggarakan urusan di bidang sosial. 

(3) Verifikasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan oleh tim verifikasi Peserta Didik calon 
pcncrima PBP. 

- 5 - 



Pasal 24 
( 11 Pcrangkat Dacrah yang rncnyclcnggarakan urusan 

pernerintahan di bidang pendidikan harus rnelaporkan 
hasil pcngawasnn pclnksannan PBP scbagaimana 
dirnaksud dnlum Pasal 23 kcpnda Wali Kotu, 

(2) Laporan hnsil pengawasan pelaksanaan PBP 

Pasal23 
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemcrintahan di bidang pcndidikan melakukan pengawasan 
dan cvaluasi tcrhadap pelaksanaan PBP sesuai ketenruan 
peraturan perundang-undangan. 

BABV 
PENGAWASAN DAN EVALUASI 

Pasal 22 
(1) Penerima PBP menyampaikan laporan penggunaan PBP 

kcpada Saluan Pcndidikan. 
(2) Satuan Pendidikan menyampaikan laporan penggunaan 

PBP kcpada kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pendidikan. 

Pasal 21 
(1) Satuan Pendidikan harus rnelaporkan bukti pembayaran 

Biaya Pcndidikan kcpada Perangkat Dacrah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pcndidikan. 

(2) Bukti pcmbayaran Biaya Pcndidikan scbagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan 
ditandatangani oleh kepala Satuan Pendidikan. 

(3) Bukti pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan 
pertanggungjawaban PBP. 

Pasal20 
( l) Perangkat Daerah yang rnenyelenggarakan urusan 

pcmcrintahan di bidang Pendidikan melakukan 
pembayaran PBP sesuai dengan Keputusan Wali Kata 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). 

(2) Pembayaran PBP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
ditransfer langsung ke rckcning Satuan Pendidikan 
Pescrta Didik pcnerima PBP. 

(3) Pcmbayaran PBP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dilakukan scsuai dcngan ketcntuan pcraturan 
perundang-undangan. 

(4) Pembayaran PBP ke rekening Satuan Pendidikan Peserta 
Didik penerima PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus berdasarkan surat kuasa pcmbayaran PBP dari 
orang tua Pcscrta Didik pencrima PBP. 

BAB IV 
PELAKSANAAN 
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Pasal 30 
Ketentuan mengenai tahapan pemberian Biaya Pendidikan 
Kcpada Peserta Didik jenjang PAUD yang diberikan sebelurn 
ditctapkannya Pcraturan Wali Kola ini dilakukan scsuai 
ketenruan peraturan pcrundang-undangan mengenai 
pcrnbcrian bantuan sosial. 

(2) 

Pasal 29 
PBP kepada Pcserta Didik jcnjang PAUD Tahun Ajaran 
2024/2025 dilakukan pada semester pertama Tahun 
Anggaran 2025. 
PBP kepada Pescrta Didik jenjang PAUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
kctentuan pcraturan perundang-undangan. 

(1) 

(2) 

Pasal 28 
Dalam hal Pcserta Didik penerima PBP tidak lagi 
tcrdaftar di Saluan Pcndidikan dimana Pescrta Didik 
tersebut mengajukan pennohonan sebagai penerima PBP, 
Satuan Pendidikan harus mengembalikan uang PBP 
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan. 
Pengembalian sebagaimana climaksud pada ayat (1) 
dihitung sesuai dengan jumlah bulan bescrta jumlah 
Pcscrta Didik yang tidak lagi terdaftar di Satuan 
Pendidikan sebagaimana dima.ksud pada ayat (1). 

(1) 

Pasal 27 
Bentuk dokumen pendukung pelaksanaan PBP tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 26 
Pendanaan pclaksanaan PBP kcpada Pescrta Didik dari 
Keluarga tidak Mampu, bersurnber dari APBD Kota Cimahi, 
sesuai dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan. 

BAB VI 
PENDANAAN 

Pasal 25 
Pcrangkat Daerah yang membidangi pcndidikan mclakukan 
evaluasi terhadap pelaksanaan PBP. 

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tcrtulis 
dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang 
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 
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BAYU AGUNGA 0, S.H., M.Si. 

Salinan sesu 
KEPALA BA 

BERITA DAERAH KO A CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR 767 

MARIA FITRIANA 

ttd. 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, 

Diundangkan di Cimahi 
Pada tanggal 25 Maret 2025 

NGATIYANA 

ttd. 

WALi KOTA CIMAHI, 

Ditctapkan di Cimahi 
pada tanggal 25 Maret 2025 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota mi dengan 
pcncmpatannya dalarn Berita Daerah Kota Cimahi. 

Pasa132 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan. 

Pasal 31 
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan 
Wali Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tcntang Pemberian 
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Berita Daerah Kota 
Cimahi Tahun 2020 Nomor 524), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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